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NAGARI INDERAPURA TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI INDERAPURA TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGART INDERAPURA TIMUR,

ta. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Nagari

= I

schagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat
nagari;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2021 termual dalam Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Nagari  berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian schingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera:

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa Tentang Angearan Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumalera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);



10.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepolisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun
2000 Nomor 206, TambahanlLembaran Negara Nomor
3952);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19} dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomar 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516}

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomeor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerimtah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keunangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indanesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



12.

14.

15.

16.

3 A

18&.

19.

20.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1635, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenlang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nemor 25, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4614};

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 2016 (Lembaran Nn:gara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 2004);

Peraturan Mentern Dalam Negenn Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
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Desa dan Pemberdayaan Masyarakal Desa (Benta
Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Telap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkal Nagar serta Tunjangan Kchormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2021,

Peraturan Bupat: Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagar setiap Nagar di Kabupaten Pesisir Selatan
yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan belanja
Negara Tahun Anggaran 2021;

. Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 4 Tahun 2021

lentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Alokasi Dana Nagan Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 04 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagari Tahun 2017-2023;

Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 01 Tahun
2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Pemerintah Nagari;

. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 05 Tahun

2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 08 Tahun
2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun
2021:



33. Lampiran Rekomendasi Nomor : 140/45/CA/I/2021
tentang Rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Inderapura Timur Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PEEMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI INDERAPURA TIMURE
Dan

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
MEMUTUSEAN :

Menetaplkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI INDERAPURA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021.

Paszal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari Rp. 1.3058.112.800,00

2. Belanja Nagari Rp- 1.319.717.571,24
Surplus /Defisit REp. ' [1 1504_?_?1:’23

3. Pemntnayaan Nagarni

Rp 11.604.771,24
b. Pengeluaraan pembiayaan KEp 0
Surplus/Defisit Rp. 11.604.771,24
Sisa Lebih Anggaran Rp 0

a. Penerimaan Pembiavaan

Pagal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari imi

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari sebagal landasan opcrasional pelaksanaan APB
Nagari



Pasal 4
Peraturan Nagari ini mulal berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Nagari ini dalam Lembaran Nagari Inderapura Timur.

Ditetapkan di : Inderapura Timur
Pada tanggal : 12 Maret 2021
WALI NAGARI

INDERAPURA TIMUR
A hH KA

R par——

Ditetapkan di ! Inderapura Timur
pada langgal : 12 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI
INDERAPURA TIMUR

ohuie

NOVITA KUMALA SARI
LEMBARAN NAGARI INDERAFURA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 02



LAMPIRAN

PERATURAN MAGARI INDERAPURA TIMUR
MOMOR 1 TAHUMN 2021

TEMNTANG

ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANIA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAM BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK URAIAN FAIIEATE KETERANGAN
(Rp]
i 2 3 2
A, PENDAPATAN
R Fondapatan Transier 1,306,312.800.00
v i Pendapatan Lalin=lain 1,800,000.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,308,112 80000
5 BELAMJA
51, Belanja Pugawai 426,154 05004
53 EBelanja Barang dan Jasa ar3,204.497.83
53 Eelania Modal 200,843 959,51
6.4 Eolanja Tidak Terduga 119,575,000.00
JUMLAH BELANJA 1,319,717 571.24
SURPLUS / (DEFISIT) (11,604,771 24)
6. PEMBIAYAAN
A1 Penerirraan Pormbiayaan 11,604 771:24
811 SILPA Tahun Sebalumnya 11.604,771.24
PEMBIAYAAN NETTO 11,604, 771.24
SI5A LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0.00

Inderapura Timur, 12 Maret 2021

‘Wali Nagari Inderapura Timur

Frimted vy Sisksudss G D300 AM Hatarman 1



LaMETRAM
PERATURAN NAGARI INDERAPLIRA TIMUR
MOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKEMING (Rp}
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
§2 Pandapatan Tranzgfer 1,306,312, 800.00
43 Fondapatan Lain-lain 1, B, 00 O
JUMLAH PENDAPATAN 1,308,112,800.00
5 BELANJA
1= BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 511,290,951.24
1.4. Penyelenggaran Belanja Siitap, Tunjangan dan Operasional 440, 023,460.14
Pamerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia
11m Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keoala Desa 571500, DT 00 AL
.01 51 Belanja Pagawai 51,600, 000.00
1102 Penyvediaan Penghasizn Tetap dan Tunjangan Perangkal Dess 282 000, 000,00 AN
1102 | 54, Belania Pecawai 2,000, 000,00
1.1.08 Penyediaan Jaminan Sosisl bagi Kepals Desa dan Perangkat Desa 20,054 000,00 FEH
1.4.02 | 51 Balsnja Pegawai 20,854 08000 .
1.1.04 Penyedinan Operasional Pamerdnlah Desa (ATE, Honor PEPED dan PPED 11,869.380.14 ADD, OLL
. Perdengkapan Perkantoran, pakalan
1104 | 5.2 Belanja Sarang dan fasa 11,859,380, 14
1.105 Penyediaan Tunjangan BFDO BB, PO, 0000 ALK
1105 | 51, Belanja Pegawsd £, 700, 000.00
1.1.06 Panyediaan Operasional BPD (rapat, ATH, Makan Minum, Perdangkapan P 5,000,000, 00 ATIN
erkanitran, PakAmEN Seragam, nerg
1406 | 51, Belanja Pegawai 3,000, O3 O
12408 | 5.2 Belanjfa Barapg dan Jass 2,000,000 40
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa B,500,000.00
1.2.07 Panyadizan Sarana (Asel | olap) Perkanioran/Pemainiaban 4.000,000.00 FHH
1201 | 53 Belanja Madal 4 GO0, 0 00
1.2.02 Memeliharasn Gedung/Masarana Kantor Desa 4,500, 000.00 DLL. FEH
1202 | 5.2 Belanja Barang dan fasa 4 800 000,00
13 Administrasi Kependudukan, Pancatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 24 289.500.00
1.2.01 Palayanan Adminleirasl Umum dan Kapondudukan 1.500,0060.00 DLL
20 | 5 Belanja Barang fan Jasa 1.50H], (0000
1.3.02 PenyusunaryPencaiaan/Femutakhiran Profit Desa (Dipitih] 18,582,250.00 on3
13402 | 52 Eislanja Barang dan Jasa 19,782, 250.0K]
1302 | 53 Betanja Modzl RROM Q0000

Prinded oy Sickeudes 1A i L o
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1.305 Femetaan dan Analls!s Kemiskinan Desa secars Parfisipatif 4,207, 250.00 bog

1305 | 5.2, Belanjs Barang dan lasa 4207, 250,00

1.4, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Palaporan 36,445,250.00

1.4.01 Paryalenggarasn Musyawarah Perencanaan DezalFembahasan APBOes | 4 F20,000.00 Dos
Requler]

1409 | 5.2 Eelsnja Barang dan fasa A, 720 000:00

1.4:03 Paryusunan Dokumen Perencanasn Desa (RPIMDesa/REPDasa dil)y 4, 690.000.00 ADD, NDE

1.4.03 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4 590, 000.00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Kaupngan Desa (APBDes, APBDes Penubzhan, LP 4,855.250:00 DoDs
Jdliy

14.04 [ 52 Belanja Barariy dan Jasa 4 H55 250000

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 18, 18000000 s

1:4.08 | 52 Betanja Barang dan laza 0. A490, 000,00

1408 | 53 Bolanfa Modal 12, 100, 00000

1410 Dukunpan Palksksansan & Sasiallsasi Pilkades, Penvaringan dan Penjarng 4,000,000.00 ADD
an Perangkat Desa, dan Pamilih

1490 | 52 Eslanja Harang dan Jasa 4,000,000

1.5, Bub Bidang Pertanahan 2,032.7481.10

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2,032,741.90 FBH

1506 | 5.2 Balanja Barang dan Jasa 2.032.741.10

i BIDANG PELAKSANAAN FEMBANGUNAN DESA 570,806,620.00

214. Sub Bidang Pendidikan 183,200,000.00 .

2107 Fenyelenngaran PALDY TR TRATHATPO/Madrasah NonFormal Mifik Dasa f5,520,000.00 oos
(Honor, Pakaian dli)

2101 | 53, Felanja Rarang dan Jasa B5,520,000.00

2.1.09 Pengermbangen dan Pembinaan Sanggar Senl dan Belajar 17, 760,000,000 DS

2108 | 52 Balanja Barany dam Jasas 17,760, 00000

21.80 Kegiatan Pendidikan Baca Alguran 108,820,000.00 Dos

2000 | 52 Belanja Barang dan Jasa 105, 820,000.00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 74,623,100.00

2202 Penyelenggarazn Posyandu (Mikn Tambahan, Kis Bumil. Lomsia; Insentif) 25.9:20,000_00 bDs

2202 | 52 Belarjs Barang dan Jasa L5.920,000.00

2.2.02 Penyuluban dan Pelatiban Bidang Keschatan (Uiiuk Masy, Tenoga dan Ka 7.850,000.00 oos
der Kasshalan dil)

2203 | 5.2 Eelanja Barang dan Jasa 7850, 000.00

2204 Peryelenagaraan Dess Siaga Kesehatan 12015 B00.00 ju iz

22 | 52, Eeslanj= Barang dan Jaea 12,085 500 00

2208 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluanga Baliia [(BKE) 13.440,000,00 [ElEES

23086 | 52 Belanja Barang dan Jasa 14,440,000.00

2280 Penyuluhan dan Pembinaan Keluargas Sarancana 10,3717 50000 Db

200 (58 Belanja Barang dan Jasa 16,317, 500.00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 175,543,898 21

2.3.06 Pemeltharsan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balal Kemasyarakatan 38,800,207 13 oos

HIS202T F1TI A
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KODE

ANGGARAN

PSS URAIAN s SUMBERDANA
1 2 3 4 5
2306 | 52 Bedanja Barang dan Jasa 200000000
2306 | KA. Belans Modsl 37,808,207 .13
2314 Fembangunan/RehsbilitasiFPeningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s 13,588 67948 oos
[k dit)
23w | 52 Buolanja Barang dan Jasa 2,000,000.00
2314 | 53 Balanja Mocal 11.,588,620.48
2315 PembengunanRehabilitasiPeningkatan Baulai DesaBalai Kemasyanakatan 122 14616270 oo
| Dipfig
2315 | 52 Relania Barang dan Jasa 4 S0, 060 00
#2318 | B3 Balania Madal 117,846,162 70
24 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 125,909,305.00
24.0 Dukungan Pelaksanaan Pragram Pembangunan/Reheb Rumah Tidak Laya 102,008 35500 o0s
b Huri GAKIN
2401 | 5.2 Belanja Barang dan Jfasa 102,002, 365,00
2406 Pemeliharazn Fasililas Jamban Umum/WCK Umom dil 23,899 34000 nos
2406 | 52 Belanja Barang dan Jasa 23,8958,5940.00
2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1,530.215.69
2502 Pangeisiaan Lingkungan Hidup Milk Dasa 1.530,215.69 nos
2302 | 52 Belanja Barang can Jasa 1,530, 21568
= BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAHATAN 20,350,000.00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamasan 3,950,000.00
3204 Penyelenggaran Festival Kesenlian, AdatKebudayaan, dan Kegamaan (HL 3,850,000.00 ODs
I' RBl, Raya Keagamaan dil)
3203 | 52 Ealanja Barang dan Jasa 3.550, 000040
3.4 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 10,000,000.00
3304 Pemeliharaan Saranz dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Miik Des 110, 000,000.00 oS
d
3304 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000.00
3.4, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 7.000,000.00
34,01 Famhbinaan Lembaga Adal 2,500, 000.00 FBH
401 | 52 Eelanja Barang dan-Jasa 2.500,000,00
24,02 Pembinaan LEMD/LFM/LPMD 2.500,000.00 ATID
3402 | 52 Belanja Barang dan Jaza 2.500,000.00
34.03 Pembinaan PHK 2,000,000.00 ADD
3403 | 52 Belanjz Barang dan Jass 2,000,000.00)
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAMAT 87.155,000.00
4.3 Sub Bidong Peninghatan Kapaslias Aparstur Deea 33,040,000.00
4.3.01 FPeringkalan Kapazsitas Kepala Desa 5,540.000.00 (3303
4.3.01 | 52 Brdanjo Barang dan Jasa 5,54 0,000.00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Deas 14,160,000.00 nns
4302 | 52 Belanis Barang dan fasa 14, 160,000,080
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BFD 13,340 0090.00 L
42303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.240,000.00
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RET:%?{TNG URAIAN ﬁ”‘ii’;‘:“” SUMBERDANA
1 2 3 4 5
e Sub Bidang Pembardayaan Perempuan, Parlindungan Anak dan fid,115,000.00
Keluarga
4404 Pelativan dan Panyuluban Pembardayss Parerigoa R B L R Mg
4401 | 52 Eelanis Barang dan dasa 43,815, 00000
4401 | 53 Beranja Modal 10, 300,500.00
5 BIDANG PENANGGLULANGAN BENCANA, DARURAT DAM MENDESAK D 1148.515,000.00
8.1, Sub Bidang Penanggulangan Bancana 58,715,000.00
5401 Kagiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana 36 £50 000 04 obs
51014 5.4, Ealanja Tidak Terduga IR ARQ B0 D0
H51.02 Kematan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darura] Bencans 32, 163,000.00 (05
5402 | 54 Belanja Twdak Terduga 32,165,000.00
5103 Keniatan Terselenngaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana RO0.000 10 Dos
5103 | 54 Belanja Tidak Terduga S00,000.00
5.3. Sub Ridang Keadaan Mendesak 50.400.000.00
5.4.01 Kegiatan Bantsan Langsung Tunai (BLT) 50, 400,000.00 a0E
5301 | 54 Balanja Tidak Tercuga 50,400, [00.00
JUMLAH BELANJA 13197175714
SURPLUS | (DEFISIT) {11,604,771.24)
B PEMBIAYAAN
6.1, Farmarimaan Pembizyaan 11,604 77124
PEMBIAYAAN NETTO 11,608, 771.24
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGEARAN 0.0a
Inderapura Timur, 12 Maret 2021
0 w:ll;;]'y‘_'_a"g"lﬂ_\!m:pura Timiir
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